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Abstracts 
Management stakeholders include the Lore lindu National Park Center, Sedoa village communities 
around Lore lindu National Park, and the management of a tambing lake, Forest Police (Polhut), 
Farmer groups (Gapoktan), Village Government, Customary leaders and local NGOs (walhi) . 
Stakeholders' interests in the management of the National Park consist of interests to preserve the area, 
and interests to benefit from the existence of the National Park such as the utilization of Tambing Lake 
tourism. While the presence of these stakeholders can have a positive and negative influence on the 
preservation of the Lore lindu National Park area. Stakeholders who can be involved in resolving 
issues related to the desire to expand plantations in the Lore lindu National Park consist of the Balai 
Besar Lore lindu National Park, Sedoa villagers around the Lore lindu National Park, and the 
management of the tambing lake, Forest Police (Polhut), Farmer groups (Gapoktan), village 
government, traditional leaders and local NGOs (walhi). While the roles that can be done to overcome 
this problem can be in the form of control functions, physical assistance (plant seedlings), technical 
assistance (land management techniques, counseling, training and assistance), as well as support for 
the management of Lore lindu National Park management.  
Keywords: Stakeholder Mapping In Managing TNLL, Sedoa Village
Latar Belakang 
Kawasan hutan Sulawesi Tengah tercatat 
paling luas di Pulau Sulawesi dengan seluas 
4.393.932.000 ha sesuai Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan No.SK.757/Kpts-II/1999 tentang 
Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi 
Tengah. 
Hutan adalah ekosistem yang harus dijaga 
keseimbangan dan kelestariannya, baik sebagai 
sumber energi maupun sebagai sumber hidup 
atau sistem penyangga kehidupan. Keberadaan 
hutan penting dipahami sebagai bagian tidak 
terpisahkan dari kehidupan manusia dan 
keberlangsungan lingkungan. Interaksi antara 
manusia dengan lingkungan membentuk 
hubungan saling membutuhkan dimana manusia 
membutuhkan lingkungan yang sehat, lestari, 
indah dan nyaman, untuk mempertahankan 
keberlangsungan hidup yang berkualitas dan 
produktif tetapi kelestarian lingkungan juga 
sangat tergantung dari kepedulian manusia dalam 
memelihara, menjaga agar lingkungan termasuk 
hutan tetap lestari. (Brown & Raymond, 2013). 
Berdasarkan status pengelolaannya, kawasan 
hutan di Sulawesi Tengah terdiri dari hutan 
produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. 
Strategi pengelolaan pada kawasan hutan tersebut 
sangat berbeda, satu sama lain, khususnya pada 
orientasi pemanfaatan sumberdaya alam yang ada 
di dalamnya. 
 Seiring dengan peningkatan jumlah 
penduduk di sekitar taman nasional, maka 
semakin sedikit dan terbatas lahan. Konflik 
antara masyarakat dengan pengelola taman 
nasional belum bisa dihindari. Sebagian besar 
areal Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang 
berbatasan langsung dengan pemukiman 
masyarakat, mengalami perambahan baik dalam 
jumlah besar dan kecil seperti di wilayah Sedoa 
2.800 ha dan Lembah Napu sekitar 600 ha (Balai 
TNLL, 2006). Alasan mendasar yang 
dikemukakan oleh masyarakat adalah wilayah 
yang dirambah merupakan wilayah adat dan telah 
dikuasai secara turun-temurun, dan biasanya 
dibuktikan dengan adanya kebun tua  atau bekas 
pemukiman yang berada di kawasan Taman 
Nasional Lore Lindu TNLL. (Shabaz, at al (2011) 
Pandangan Undang-undang No. 5 tahun 
1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam 
Hayati dan Ekosistem (KSDAHE), dan Undang-
undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, 
menegaskan bahwa aktivitas pembukaan lahan 
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dan penebangan kayu dalam kawasan konservasi 
merupakan pelanggaran hukum. Dalam fakta ini 
bahwa aturan undang-undang ternyata tidak 
mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan 
tuntas, akhirnya terjadi konflik antara masyarakat 
dengan petugas Balai Besar Taman Nasional 
Lore Lindu (Polhut). Aktivitas penebangan liar 
dan pencurian hasil hutan lainnya, seperti 
perburuan satwa masih terjadi di beberapa tempat 
dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu 




 Berdasarkan latar belakang diatas, 
penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu  
1. Mengidentifikasi para pihak terkait 
(stakeholder) dalam pengelolaan Taman 
Nasional Lore Lindu 
2. Mendapatkan penjelasan mengenai 
kepentingan (interest) dan pengaruh 
(power) setiap (stakeholder) dalam 
pengelolaan Taman Nasional Lore  
 
Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Adapun tujuan dan kegunaan dalam 
penelitian ini yaitu  : 
1. Mengetahui atau mengidentifikasi para 
pihak stakeholder dalam pengelolaan taman 
nasional lore lindu 
2. Mengetahui penjelasan para stakeholder 
dalam kepentingan dan pengaruh dalam 
pengelolaan taman nasional lore lindu 
 
Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini berguna sebagai salah satu 
bahan referensi mengenai peran stakeholder 
dalam pengelolaan taman nasional Lore lindu. 
 
METODE PENELITIAN 
Waktu dan Lokasi 
 Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan 
(Oktober, November, dan Desember 2019) di 
Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara Kabupaten 




Bahan dan Alat 
Alat yang di gunakan  dalam penelitian ini 
adalah perekam suara, kamera untuk 
mendocumentasi. Bahan yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah alat tulis, panduan 
pertanyaan (Quisioner) untuk medapatkan 
infomasi kapada setiap stakeholder yang terlibat 
di Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten 
Poso Sulawesi Tengah.  
 
Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
meliputi data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui pengamatan langsung di 
lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan 
data penunjang yang berupa keadaan umum 
lokasi. 
 
Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
kegiatan observasi dan wawancara (interview) 
terhadap sejumlah informan. Kegiatan observasi 
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 
mengenai para pihak terkait (stakeholder) dalam 
pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu. 
Sedangkan kegiatan wawancara dimaksudkan 
untuk mendapatkan penjelasan mengenai 
kepentingan (interesf) dan pengaruh (Qtower) 
setiap stakeholder, serta peran stakeholder dalam 
mengakomodir kePentingan masyarakat dalam 
pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu. 
Pemilihan informan kunci dilakukan secara 
purposive yang didasarkan pada kepakaran dan 
pengetahuan yang dimiliki. Informan kunci 
dalam peneltian ini berasal dari pemerintah Desa, 
tokoh adat, kelompok Tani (Gapotan), Kelompok 
Masyrakat, Balai Besar Taman Nasioal Lore 




 Analisis data yang dikumpulkan dianalisis 
dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk 
menjelaskan stakeholder yang terlibat dalam 
pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu, 
kepentingan (interest) dan pengaruh (power) 
setiap stakeholder dalam pengelolaan Taman 
Nasional Lore Lindu, dan menjelaskan peran 
stskeholder dalam mengakomodir kepentingan 
masyarakat Pengelolaan Taman Nasional Lore 
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Lindu. Analisis deskriptif kualitatif juga 
digunakan dalam menjelaskan hasil pemetaan 
stakeholder Taman Nasional Lore Lindu yang 
didasarkan pada kepentingan (interesf) dan 
pengaruh (power) stakeholder melalui teknik 
skoring dengan menggunakan skala Likert.  
Skala Likert 
 Mengetahui pihak terkait pemetaan dalam 
pengelolaan Taman Nasioanal Lore Lindu Di 
Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten 
Poso Sulawesi Tengah digunakan skala Likert 
dengan penskalaan 1-3-5. 
Tabel 1. Kriteria digunakan untuk mengetahui 
kategori Pengelolaan TNNLL 
NO. Variabel Kategori 
1. Pengelolaan Taman 




2. Pemetaan dan Peran 
para pihak terkait 
stakeholder dalam 
pengelolaan taman 





Untuk melakukan penskalaan dengan skala 
Likert, setiap Stakeholder yang akan diminta 
untuk menyatakan jawabannya terhadap 
pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisioner dalam 
tiga kategori jawaban yang telah disediakan, 
yaitu sebagai berikut:  
a. Memahami atau Tinggi 
b. Kurang memahami atau Sedang 
c. Tidak memahami atau Rendah 
 
Maktris pengaruh dan kepentingan 
 Penelitian ini menggunakan Analisis 
Pengaruh dan Kepentingan  (Reed et al. 2009). 
Pengukuran tingkat pengaruh stakeholder. 
Menurut Reed et al.2009 Tingkat 
kepentingan setiap stakeholder dalam program 
pengelolaan taman nasional Lore lindu 
masyarakat Desa Sedoa. Pengukuran tingkat 
kepentingan stakeholder dalam pengelolaan 
taman nasional Lore lindu. 
Penetapan skor menggunakan panduan 
nilaian melalui pertanyaan untuk mengukur 
tingkat kepentingan stakeholder adalah 
modifikasi dari model yang dikembangkan oleh 
Abbas (2005) itu pengukuran data berjenjang 
lima yang disajikan pada Table 2. 
Table 2. Ukuran Kualitatif terhadap pengaruh dan 
kepentingan stakeholder 
Skor Nilai Kriteria Keterangan 
Pengaruh Stakeholder 
1 0-5 Rendah Tidak Mempengaruhi 








4 16-20 Tinggi Mempengaruhi 




Jumlah skor yang didapatkan masing-
masing stakeholder adalah pengaruh bernilai 25 
poin dan kepentingan bernilai 25 poin.  Hasil 
penetapan skor terhadap tingkat   pengaruh   dan   
kepentingan   masing-masing   stakeholder   
tersebut dikelompokkan menurut jenis 
indikatornya dan kemudian disandingkan 
sehingga membentuk koordinat.  Hasil analisis 
stakeholder diklasifikasikan menurut tingkat 
pengaruh dan kepentingan yang diilustrasikan 
pada Gambar 1. ( Galbraith, 1983) dalam Reed et 
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Gambar 1.  Maktris Pengaruh dan kepentingan 
Para Pihak Terkait (Stakeholder) dalam 
Pengelolaan Taman Nasional Lore lindu 
 Para pihak terkait atau yang biasa dikenal 
dengan istilah stakeholder oleh Freeman ( 1984) 
dalam (Susanto dan Tarigan 2013) didefenisikan 
sebagai pihak-pihak yang dapat mempengaruhi 
atau dipengaruhi (menerima dampak) dari 
keputusan yang diambil. Sementara (Salam and 
Noguchi 2006) mendefenisikan stakeholder 
sebagai orang, kelompok atau lembaga yang 
memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi 
hasil suatu kegiatan. Berdasarkan definisi 
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
stakeholder adalah semua pihak baik secara 
individu maupun kelompok yang dapat 
dipengaruhi dan mempengaruhi pengambilan 
keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan.  
 Hasil observasi dan wawancara dengan 
sejumlah informan diketahui bahwa stakeholder 
dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu 
pemerintah Desa, tokoh adat, kelompok Tani 
(Gapotan), Kelompok Masyrakat, Balai Besar 
Taman Nasioal Lore Lindu, Pemerintah desa dan 
Polisi Hutan (Polhut).  
 Berdasarkan defenisi yang dikemukakan 
oleh Townsley 1998 diakses (2011) tersebut, 
maka yang termasuk stakeholder dalam 
pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu adalah 
Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu. 
Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. P.76/Menlhk-
Setjen/2015 tentang kriteria zona Pengelolaan 
Taman Nasional dan  blok pengelolaan Cagar 
Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya 
dan Taman Wisata Alam. Masyarakat Sekitar 
Taman Nasioanl Lore Lindu. Masyarakat sekitar 
berkepentingan dalam pemanfaatan dan 
pengelolaan sumberdaya alam yang terdapat 
dalam Taman Nasional Lore Lindu untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah desa. 
Stakeholder ini berkepentingan dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 
Taman Nasional Lore Lindu. Pengelolaan danau 
tambing dalam pengelolaan dan pemanfaatan jasa 
wisata yang terdapat dalam kawasan Taman 
Nasional Lore Lindu.  
 Sedangkan stakeholder dalam pengelolaan 
taman Nasional Lore Lindu adalah Polisi Hutan 
(Polhut) Stakeholder ini berkepentingan terhadap 
keberhasilan pengelolaan hutan secara umum di 
Kabupaten Lore Utara. Kelompok tani 
(Gapoktan). Stakeholder ini berkepentingan 
dalam meningkatkan kesejahteraan petani 
melalui peningkatan produksi hasil pertanian dan 
berpengaruh terhadap kelestarian kawasan 
Taman Nasional Lore Lindu). Tokoh adat. 
Stakeholder ini tidak terlibat langsung dalam 
pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu, tetapi 
dapat memberikan pengaruh positif terhadap 
pengelolaan Taman Nasional Lore lindu melalui 
pencegahan terjadinya sertifikasi lahan hutan 
menjadi hak milik. LSM lokal (walhi) 
Stakeholder ini tidak terlibat langsung dalam 
pengelolaan Taman Nasioanal Lore Lindu, tetapi 
dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas 
masyarakat melalui kegiatan pendampingan dan 
penguatan kelembagaan masyarakat.  
 The Clarkson Center for Business Ethics 
(1999) dalam Friedman and Miles (2006) 
mengemukakan tujuh prinsip dalam mengelola 
stakeholder yaitu Mengakui dan secara aktif 
memantau hal yang menjadi perhatian 
stakeholder, serta memperhatikan kepentingan 
mereka dalam pengambilan keputusan. 
Mendengarkan dan berkomunikasi secara terbuka 
dengan stakeholder mengenai hal yang meniadi 
perhatian dan kontribusinya, serta risiko yang 
mungkin terjadi akibat keterlibatannya. Menjaga 
proses dan cara berperilaku terhadap hal sensitif 
yang menjadi perhatian dan kemampuan masing-
masing  stakeholder. Mengakui saling 
ketergantungan dan berusaha untuk mencapai 
distribusi yang adil atas manfaat dan beban di 
antara stakeholder, dengan mempertimbangkan 
risiko dan kerentanan masing-masing. Bekerja 
sama dengan identitas lain untuk memastikan 
bahwa risiko dan bahaya yang timbul dapat 
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diminimalkan serta kompensasi yang tepat. 
Menghindari kegiatan yang membahayakan hak 
asasi manusia (misalnya hak untuk hidup) atau 
menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima 
stakeholder. Mengakui potensi konflik akibat 
adanya peran dan tanggung jawab hukum dan 
moral bagi stakeholder, dan mengatasinya 
melalui komunikasi yang terbuka, pelaporan 
yang tepat, sistem insentif, dan bila perlu 
melibatkan pihak ketiga.  
 
Pemetaan Stokeholder dalam Pengelolaan 
Taman Nasional Lore Lindu 
 Stakeholder dalam pengelolaan Taman 
Nasional Lore Lindu memiliki kepentingan 
(interest) serta pengaruh (power) yang beragam, 
ada yang bersifat positif adapula yang bersifat 
negatif terhadap keberhasilan pengelolaan Taman 
Nasional Lore Lindu sebagaimana disajikan 
dalam Tabel 3. Kepentingan (interest) dan 
pengaruh (Qtower) dari setiap stakeholder dalam 
pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu yang 
beragam perlu dipetakan dengan jelas. Pemetaan 
stakeholder akan membantu pengelola bagaimana 
melibatkan stakeholder tersebut dalam 
pencapaian tujuan (Reed et. al, 2009).  
Tabel 4. Analisis Kepentingan (interest) dan 
Pengaruh Qtower) Stakeholder dalam 
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Keterangan :   5: Tinggi   3: Sedang    1 : Rendah 
Berdasarkan hasil pemetaan stakeholder 
Taman Nasional Lore Lindu sebagaimana 
disajikan pada Tabel 4, dapat disimpulkan 
sebagai berikut: Stakeholder dengan tingkat 
kepentingan (interest) yang tinggi tetapi memiliki 
pengaruh Qtower) yang Tinggi diklasifikasikan 
sebagai Subjects atau keep informed memiliki 
kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya 
rendah dan walaupun mereka mendukung 
kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin 
tidak ada. Namun mereka dapat menjadi 
pengaruh jika membentuk aliansi dengan 
stakeholders lainnya. (Reed et al, 2009). 
Stakeholder ini sering dapat membantu sehingga 
hubungan dengan stakeholder ini harus tetap 
dijaga dengan baik (Thompson, 20ll; Gardner et 
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al, 1986) dan sedapat mungkin dapat 
berkontribusi sesuai dengan kepentingan 
diperoleh. Stakeholder yang diklasifikasikan 
sebagai subjects dalam penelitian ini adalah 
Gapoktan dan Polhut. (Winara, et al., 2011) 
Stakeholder dengan tingkat kepentingan 
(interest) dari tinggi diklasifikasikan sebagai Key 
Players Stakeholder ini harus lebih aktif 
dilibatkan secara penuh (Reed et al, 2009; 
Thompson, 20ll) termasuk dalam mengevaluasi 
strategi baru (Gardner et al, 1986). Stakeholder 
yang diklasifikasikan sebagai key players dalam 
penelitian ini adalah Balai Besar Taman Nasional 
Lore Lindu, masyarakat sekitar Taman Nasional 
Lore Lindu, pengelola danau tambing, dan 
pemeritah desa.  
Stakeholder dengan tingkat kepentingan 
(interest) dan pengaruh (Qtower) yang rendah 
diklasifikasikan sebagai Crowd. Diperlukan 
sedikit dipertimbangkan untuk melibatkan 
stakeholder ini lebih jauh karena kepentingan dan 
pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring 
berjalannya waktu (Reed et al, 2009). 
Stakeholder ini harus tetap dimonitor dan dijalin 
komunikasi dengan baik (Thompson, 2011; 
Gardner et al, 1986). Stakeholder yang 
diklasifikasikan sebagai crowd dalam penelitian 
ini adalah LSM lokal (Walhi).  
Stakeholder dengan tingkat kepentingan 
(interest) yang rendah tetapi memiliki pengaruh 
Yang tinggi diklasifikasikan sebagai Context 
setters Stakeholder ini dapat mendatangkan 
resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau 
dan dikelola dengan baik (Reed et al, 2009). 
Stakeholder ini relatif pasif akan tetapi dapat 
berubah menjadi key palyers karena suatu 
peristiwa (Gardner et al,1986). Hubungan baik 
dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu 
segala informasi yang dibutuhkan harus tetap 
diberikan sehingga mereka dapat terus berperan 
aktif dalam pencapaian tujuan (Thompson, 201I 
). Stakeholder yang diklasifikasikan sebagai 
context setters dalam penelitian ini adalah Tokoh 
Adat. 
 
Gambar  3. Maktris pengaruh dan kepentingan 
  
Peran Para Pihak (Stakeholder) dalam 
Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat 
sekitar Taman Nasional Lore Lindu  
Masyarakat sekitar Taman Nasional Lore 
Lindu menginginkan tanaman dan lahan 
prekebunan  yang telah dikembangkan secara 
turun temurun dalam kawasan Taman Nasional 
Lore Lindu. Kondisi Lahan perkebunan yang 
terdapat dalam kawasan taman Nasional Lore 
Lindu sudah tua atau sudah lama. 
Permasalahannya adalah jika lahan perkebunan 
masyarakat telah berkurang karena telah di 
tetapkan sebagai kawasan taman nasional lore 
lindu. Dalam penelitian ini banyak pertentangan 
argumen antara masyarakat desa sedoa dan 
instansi atau pihak yang terkait dalam 
pengelolaan taman nasional lore lindu. Seperti 
lahan perkebunan yang tidak masuk dalam 
kawasan taman nasional lore lindu sebagian telah 
di miliki oleh pendatang dari luar masyarakat 
desa setempat, di karenakan kebutuhan ekonomi 
yang mendesak. (maiwa,dkk 2018) 
 Menghadapi permasalahan tersebut di atas, 
diperlukan keterlibatan para pihak terkait 
(stakeholder) dengan segala potensi yang 
dimilikinya. Beberapa stakeholder yang dapat 
terlibat diantaranya adalah pemerintah Desa, 
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Masyrakat, Balai Besar Taman Nasioal Lore 
Lindu, pengelola danau tambingdan Polisi Hutan 
(Polhut).  
Tabel 5. Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan 
Taman Nasional Lore Lindu 
Stakeholder Peran 
Balai besar taman 
nasional lore 
lindu 
 pengelolaan Taman Nasional 
Lore Lindu dengan sistem zonasi 
Pemerintah desa. Melakukan fungsi kontrol 
terhadap pelaksanaan 
kesepakatan antara masyaraka 
dan Balai Besar Taman Nasional 




Menanami tanaman kehutanan 
dan mengelola lahan perkebunan 
yang akan dikembangkan oleh 
masyarakat dalam kawasan 




kelembagaan masyarakat melalui 
kegiatan pendampingan sehingga 
lebih baik dalam pengelolaan 
lahan dalam kawasan taman 
nasional lore lindu 
Tokoh adat Melakukan pengaruh positis 
dalam pengelolaan taman 
nasional lore lindu 
Polhut Pengamanan dan pembersihan 
dalam pengelolaan taman 
nasional lore lindu 
Masyarakat Membantu pengelolaan taman 
nasional lore lindu 
Pengelola Danau 
tambing 
Penelolaan wisata telaga tambing 
yang ada di taman nasional lore 
lindu 
Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu 
 Taman Nasional Lore Lindu merupakan 
Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 108 
tahun 2015 yang merupakan perubahan atas 
peraturan pemerintah nomor 28 tahun tentang 
kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian 
alam, keberadaan TNLL dapat dimanfaatkan 
untuk tujuan (1) penelitian dan pengembangan 
ilmu pengetahuan, (2) pendidikan dan 
peningkatan kesadartahuan konservasi ala, (3) 
penyimpanan dan atau penyerapan karbon, 
pemanfaatan air,energiair, angina,panas matahari, 
panas bumi, dan wisata alam, (4) pemanfaatan 
tumbuhan dan satwa liar, (5) pemanfaatn sumber 
plasma nutfah untuk penunjang budidaya, dan (6) 
pemanfaatan tradisional oleh masyarakat 
setempat.(Mujio et,.al 2016). 
Taman Nasional Lore Lindu melalui surat 
keputusan Menteri dan Kehutanan dan 
Perkebunan  Nomor : 464/kpts-II/1999 tanggal 
23 Juni 1999 dengan luas 217.991,18 ha. 
Kawasan tersebut telah ditata batas dari temu 
gelang dengan panjang batas mencapai 644 km. 
Sebagai kawasan pelestarian alam  yang 
mempunyai ekosistem asli, Taman Nasional Lore 
Lindu memiliki fungsi perlindungan sistem 
penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta 
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya. Balai Besar Taman 
Nasional Lore Lindu. Sesuai dengan tupoksi 
yang dimilikinya yaitu melakukan pengelolaan 
Taman Nasional Lore Lindu dengan sistem 
zonasi. Lahan yang dikelola oleh masyarakat 
dalam kawasan taman Nasional Lore Lindu 
umumnya masuk dalam zona tradrsional. Hal 
yang perlu diatur dan disepakati bersama adalah 
bagaimana mekanisme Lahan dalam zona 
tradisional tersebut, bagaimana sistem 
pengawasannya, lembaga apa saja yang terlibat, 
sanksi atas pelanggaran kesepakatan tersebut. 
Masyarakat sekitar Melakukan kegiatan 
pengelolaan berdasarkan kesepakatan yang ada, 
serta menjaga keamanan kawasan Taman 
Nasional Lore Lindu dari pihak-pihak yang akan 
melakukan pengrusakan kawasan tersebut. 
(Livawanti, 2012). 
 
Pengelola Danau Tambing 
 Pengelola danau tambing adalah istansi atau 
petugas yang mejaga dan mengelola danau 
tambing yang ditetapkan sebagai kawsan 
konservasi yang telah menjadi tempat wisata 




Pemerintah Desa merupakan perangkat Desa 
yang bisa mengentrol masyarakatnya dalama hal 
untuk menjaga dan melestarikan kawasan 
konservasi dan kawasan hutan lindung. 
Pemerintah desa. Melakukan fungsi kontrol 
terhadap pelaksanaan kesepakatan antara 
masyaraka dan Balai Besar Taman Nasional Lore 
Lindu dalam pengelolaan lahan. 
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Kelompok Tani (gapoktan) 
Kelompok Tani merupakan lembaga 
masyarakat yang mampu memberdayakan 
sumber daya alam tanpa merusak Kawasan 
konservasi dan kawasan hutan lindung. 
Kelompok Tani (gapoktan). Menanami tanaman 
kehutanan dan mengelola lahan perkebunan yang 
akan dikembangkan oleh masyarakat dalam 
kawasan Taman Nasional Lore Lindu.  
 
Lembaga Swadaya Masyarakat  lokal (Walhi) 
Penguatan kelembagaan merupakan faktor 
penting dalam menyiapkan masyarakat untuk 
mengelolan. Hal ini perlu diperhatikan, karena 
pendampingan penguatan kelembagaan dapat 
membangun masyarakat yang mandiri dalam 
mengelola hutan.  LSM lokal (Walhi), 
Meningkatkan kapasitas kelembagaan 
masyarakat melalui kegiatan pendampingan 
sehingga lebih baik dalam pengelolaan lahan 
dalam kawasan taman nasional lore lindu.  
 
Tokoh Adat 
Tokoh adat sendiri merupakan lembaga 
dalam Desa yang berperan penting dalam hal 
menjaga hutan konservasi dan kawasan hutan 
lindung. Perannya, Melakukan pengaruh positis 
dalam pengelolaan taman nasional lore lindu 
 
 
Polisi Hutan (POLHUT) 
 Polisi kehutanan memilki tugas pokok yaitu 
menyampaikan, melaksanakan, mengembangkan, 
memantau, dan mnegavaluasi serta melaporkan 
kegiatan perlindungan hutan dan pengamanan 
hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. 
perannya Pengamanan dan pembersihan dalam 
pengelolaan taman nasional lore lindu. 
 
Masyarakat 
 Kelompok Masyarakat Merupakan 
stakeholder yang sering kali yang melakukan 
pelangaran. Perannya Membantu pengelolaan 
taman nasional lore lindu. 
Keberadaan stakeholder dengan segala peran 
yang dapat dilakukan serta potensi yang 
dimilikinya menjadi modal tersendiri bagi 
pengelola Taman Nasional Lore lindu. 
Kolaborasi dengan stakeholder tersebut di atas 
dapat menjadi kunci sukses dalam mengatasi 
permasalahan ini. Dengan berkolaborasi maka 
keterbatasan yang dimiliki oleh pengelola Taman 
Nasional Lore lindu seperti keterbatasan Lahan, 
sarana dan prasarana, serta keterbatasan 
kemampuan sumber daya manusia dapat diatasi. 




Berdasarkan hasil penelitian secara 
langsung, maka dapat diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Stakeholder dalam pengelolaan terdiri dari 
Balai Besar Taman Nasional Lore lindu, 
Masyarakat desa Sedoa di sekitar Taman 
Nasional Lore lindu, dan pengelola danau 
tambing, Polisi Hutan (Polhut), Kelompok 
tani (Gapoktan), Pemerintah desa, Tokoh 
adat dan LSM lokal (walhi).  
2. Kepentingan stakeholder dalam pengelolaan 
Taman Nasional terdiri dari kepentingan 
untuk menjaga kelestarian kawasan, dan 
kepentingan untuk memperoleh manfaat atas 
keberadaan Taman Nasional seperti 
pemanfaatan wisata telaga Tambing. 
Sementara keberadaan stakeholder tersebut 
dapat memberikan pengaruh positif maupun 
pengaruh negatif terhadap kelestarian 
kawasan Taman Nasional Lore lindu. 
Stakeholder yang dapat terlibat dalam 
menyelesaikan permasalahan terkait 
keinginan memperluas lahn perkebunan 
dalam Taman Nasional Lore lindu  terdiri 
dari Balai Balai Besar Taman Nasional Lore 
lindu, Masyarakat desa Sedoa di sekitar 
Taman Nasional Lore lindu, dan pengelola 
danau tambing, Polisi Hutan (Polhut), 
Kelompok tani (Gapoktan), Pemerintah 
desa, Tokoh adat dan LSM lokal (walhi). 
Sementara peran-peran yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini 
dapat berupa fungsi kontrol, bantuan fisik 
(bibit tanaman), bantuan teknis (teknik 
pengolahan lahan, penyuluhan, pelatihan 
dan pendampingan), serta dukungan 
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